BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 128 /286 TAHUN Zolg

TE NTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENETAPAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN

Ménimbang

Mengingat

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa penyélenggaraan pei‘herintahan daerah diarahkan

untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan - pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta
. penlngkatan daya saing daerah dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republlk
Indonesia; :

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat {2} Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 fentang

Kegiatan Pembangunan. Sarana = dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,

-menyebutkan bahwa Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan

- dengan melimpahkan kewenangan kepala daerah kepada

camat dengan Keputusan Bupati; _ .
bahwa  berdasarkan pertlmbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

melimpahkan Kewenangan Bupati kepada Camat dalam
Penetapan  Kegiatan = Pembangunan® Sarana dan
Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kabupaten Sukoharjo;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

- .dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Bupati;

. Undang~Undang Nomor 13 Tahun 1950 ftentang
- Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; ,



Menetapkan
KESATU

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
139);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja,
Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor
1);

MEMUTUSKAN :

Melimpahkan Kewenangan Bupati kepada Camat dalam
Penetapan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten
Sukoharjo.



KEDUA : Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat

sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi kegiatan:

a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dalam
pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada
meningkatnya kualitas hidup masyarakat; dan

b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan untuk
peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di
kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan
sumber daya sendiri.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal | Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,

_A‘-——“e———e—ti\

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

1.

2.

3.

kepada Yth:

Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah  Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.




